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ABSTHRAK

Bank Tabungan MNesara Cabang Padang adalah salab satu bank vang
memberikan jasa di bidang pembenian Kredit Pemilikan Rumsh di Sumatera Barmat,
khususnya kota Padang, Sasaran dar: Kredit Pemilikan Rumah adalah semuea anggota
masyvarakat termasuk Pegawai Meper Sipil, Perumusan masalab dalam penelitian ini,
yaitu krizena Pepgawar Megerni Sipil vang dapat memperolah Kredit Pemilikan Rumah
dan ukuran perumahban yang dibenkan kepadanva, Pelaksanaan Perjanpian Kredit
Pemilikan Rumah untuk Pegawal Negen Sipil pads Bank Tabungan Megara Cabang
Padang serta kendala dan upava hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredil
Pemilikan Rumah untuk Pepawal MNegenn Sipil. Penelitian im bersifat desknptif
dengan Pendekatan Yuondis Sosiologis vaitu dengan pendekatan pokok pembahasan
pada aspek hukum dan perundanp-undangan vang berlaku -dan menghubungkan
dengan kenvataan vang ada di lapangan Data vang diperlukan adalah data sekunder
dan daa primer, Untuk mengumpulkan data tersebut, maka dilakukan penehitian
kelapangan melalui wawancara dengan pihak Bank Tabunpan MNegara sebagal
pernber kredit dan pthak debitur sebagat penenima kredit serta penelitian kepustakaan
untuk memperaleh bahan hukum primer, baban hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Sedangkan teknik pengambilan sampel vag teknik parposive sampling Dar
hasil penelinan, dapat disimpulkan babwa Krteria Pepawal Nepen Sipal vang dapa
memperaleh KPR adalal Warga Negara Indonesia, telah berusia 21 tahun atau telah
menikah den cakap dalam melakekan tindakan bukum, memadi penabung di Bank
Tabungan MNegara Cabang Padang. Adapun ukuran perumahan yang dibenkan
kepadanya  berdasarkan  tingkat  kemampuan  untuk membavar  berdasarkan
penehasilan bersih suami dan isten secara keseluruhan baik penghasilan tetap maupun
penghasilan tambahan, maks pihak bank dapat membenkan kredit dan ukuran
perumahan sesugl dengan permintaan pemohon (calon debitur) dan ratio angsuran
perbulan adalah 173 dan penghasilan bersth suami dan isten. Pelaksanaan Perjanjian
KPR unuk PNS berjalan dengan cepat dan lancar dimana Pelaksanaan Perjanjian
EPR terdin dart empat abap, vaitu permohonan kredit, wawancara, rapal komite
kredit dan realisasi kredit Pada kenvamannva Kredit Pemilikan Ruomah bdak
ditemukan kendala vang begitu berarti Karena sistem pembayaran angsuran yang
ditetapkan untuk PMS adalah pemotongan berkala techadap gaji, yang dilakukan olch
pihak bank melalui bendaharawan gaji, sehingga untuk terjadinya wanprestasi sangat
kectl,
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PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Masalah

Pembangunan Masional merupakan ranpkaian upaya pembangunan vang
herkesinambungan vang meliputi seluruh kehidupan masvarakal, bangsa dan
negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Seperit yang tercantum
di dalam pembukaan UJUD 1945 pada alinea ke-1V bahwa salah satu fujuan
Mepara Republik Indongsia adalab untuk mewujudkan kesejahleraan umum

Pembangunan Nasional bertujuan untuk TI'II'.:T-’r'I.!_]IJ{lk-EH'I suatu masvarakat adil
dan makmur yang merata maten] dan spintual berdasarkan Pancasila dan UL
1945 dalam wadah kesatean Megara Republik Indonesia vang merdeka. bersatu
dan berkedaulatan rakyst dalam svasana pri-kehidupan bangsa vang aman,
tentratn  dan dinamis dalam  lingkungan pergavian dunia vang  merdeka,
hersahabat, tertib dan damal.

Dalam  Pembangunan  Masional sekarang ini, teratama  pembangunan
dibidang ekonami. peranan bank sangat penting vaito dalam hal pembenan kredit
kepada vang membutuhkan baik untuk membiavai dan menpembangkan
usahanya  Pemberian kredit vang dilakukan oleh bank berhubungan dengan
debitur, vaitu pihak vang membutubkan uang (nasabah). Jems kredit vang
diberikan oleh bank salah satunva adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR} oleh
Bank Tabungan Negara Cabang Padang vang diberikan kepada masyarakat yang
membutubkannoya termasuk Pegawai Negen Sipil vang menjadi fokes penulis

dalam pembenan KPR P
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Berbicara mengenai perumahan berarti juga berbicara mengena: pembiayaan
vang meripakan salah satu faktor yang menentukan dalam pemilikan rumah,
Meningkatnva peminavaan pembangunan vang diakibatkan scmakin melonjaknya
harga tanah, biava konstruksi, serta biaya prasarana dan fasilitas hinghunpan
mempengarthi meningkatnya harga kepermibikan ramah,

Dalam kenvataan, Pegawar Negen Sipll umumnya berpengahasilan rendah
dan semakin kurangmya kemampuan  umuok  memilike rumah seperti vang
diharapkan, Menvadan permasalahan tersebut pemenntab melakukan beberapa
upaya agar sebanvak mungkin masyarakal dan Pepawai Megert Sl untuk
memperolch rumah, Kebyakan pemernmtab dalam menangam masalah perumahan
adalah dengan membentuk badan usaba dibidang perumahan, vare diipuekan pada
masyarakal berpenghasilan rendah vang didalamnya termasuk Pegawar Megen
Sipil, kemudian dengan memberikan fasibtas kredit melalui Bank Tabungan
Mepara Cabang Padang yang merupakan salah sale bank  yang  ditunjuk
pemerintah untuk berperan dalam penvediaan Kredit Pemilikan Rumah.

Femberian Kredit Kepemilikan Bumah ini kepada Pepgawar Negenn Sipl
dapat dilaksanakan dengan batk apabila dapat diterapkan sesuai dengan prosedur
vanp ditentukan olch pemerintah, vang mana dalam  Pelaksanaan  Kredit
Kepemilikan Rumah oleh Bank Tabungan Megara Cabang Padang benar-benar
memenuhi kebumuhan Pegawai Megeri Sipil sesuai dengan standar yang berlaku,
Dalam pemberian kredit tersebut harus benar-benar memperhatikan kepentingan

Pegawai Mepen Sipil, bukan sematz-mata berorientasi pada keuntungan pihak
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bank saja, namun dilikat bagaimana pencrapannya ditengah-tengah masvarakat
apa sudah melalul prosedur vang ditentukan.

Dralam hal penyaluran kredit s pihak Bank Tabungan Megara Cabang
Padange mengharuskan kepada para calon debitumya atao penenma kredil untuk
memenuhl beberapa ketentuan perjanpan kredin dan svarat-syarat tertentn vang
nantinva akan dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian vang discbut jupa dengan
perjanjian kredit. Sedangkan Pepawar Megen Sipl pada umumnya kurang
memahami bapaimana prosedur untuk mendapatkan Kredit Pemilivan Rumah
vane ditetapkan oleh Bank Tabungan Megara Cabang Padang, sehmega menjadi
salah satu kendala dajam pemberan Kredit Pemilikan Rumah.

Berdasarkan uratan diatas. penuhs tertanik untuk lebih mengetahw lentang
Perjanpian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara Bank Tabungan MNegara dengan
PN sebagal pasabahnya dan menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk
karva tuelis vang  berjudel “PELAKSANAAN  PERIJIANIIAN  KREDIT
PEMILIKAN RUMAH UNTUK PEGAWAL NEGERI SIPIL PADA BANK
TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG (Studi Pada Bank Tabungan

Negara Padang Cabang Padang),

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah seperti vang telah divraikan diatas maka
dapat dirumuskan masalah scbhagai berihut
I. Bagaimana kriteria Pepawal Negert Sipil vang dapat memperoleh Eredit

Pemilikan Rumah dan apa ukuran perumahan vang diberikan kepadanya?
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Bagaimana Pelaksanaan Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR untuk
Pegawal Megeri Sipil pada Bank Tabungan MNegara ?
Kendala apa sajz vanp ditemu dalam pelaksanaan Penanjian Kredit

Pemilikan Rumah (KPR} dan bagaimana solusinva 7

. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam hal ini adalah :

}-d

Untuk mengetab bapaimana knteng Pepawai Mepen Sipil vang dapat
memperoleh Kre:dit Pemilikan Rumah dan apa vkuran perumahan vans
diberikan kepadanya

Lntusk mengetabui pelaksanaan penanjian Keedit Permilikan Rumah (KPR)
pada Bank Tabungan Negara.

Untuk mengetabul kendala apa sapa vang ditermu dalam pelaksanasn

merjanjian Kredit Pemilikan Fumszh (KPR) dan bagaimana solusinva

. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian im diharapkan:

a.

Akan dapat membertkan sumbangan bag perkembangan hukum secara
Teoritis khususnya bam hukum perdata ekonomi mengena: Perjanjan
Erredit Pemilikan Rumah (KPR} untuk Pegawal MNeger Sipl pada Bank

Tabungan Megara Cabang Padang.
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b Untuk dapat memadi pedoman bagi para pihak vang ingin mengetahui dan
mendalami tentang  Peanjian Kredit Pemilikan Rumah  khususaya
Pepawal Negen Siml.

e, Lntuk dapat sebagst pedoman awal bagl perehti vang ingin mendalami
masalah im selanjutnva,

2. Secara Praktis

a  Membenkan sumbangan kepads masyarakat dan negars dalam rangka
menunjang Pembangunan Masional

b, Agar penelitian vang penulis lakukan dapat bergusa bagi s.-emu.au pihak baik
itu Bank Tabungan Negara Cabang Padang ataupun bagi mereka yang
mengajukan Kredic Kepemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara

Cabang Padang

E. Metode Penelitian

Urntuk menjawab permasalaban sebagmmana diungkapkan di atas diperlukan
suaty metode, Dalam penelitian i metode vang dipakai adalah metode vundis
sosielogls yaltu metode vang mengka)l atau vang melihat aspek-aspek yundis
teptang Peloksanaan Peranpan Kredit Permilikan Rumah bag Pegawa Negen

Sipel dalam prakteknya
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Tabungan Negara
3.1. Sejarah Bank Tabungan Nepara

Bank Tabungan Megara dalam perkembangnnya telab melalui heberapn
fase dan dimulai sejak Zaman Hindia Belanda denpan dikeluarkannya Koninklijk
Besluit No.27 Stbl MN.Lpo. 296 Tahun 1897 Dalam Beshuit ditegaskan antara lain
bahwa i Hindia Belanda didirikan satu postpaarbank yang berkedudukan di
Batavia (Jakarta) dan Gubernur Jenderal adalab vang mengatur pendiriannya.
Tujuan didirikan potpaarbank antara lain untuk mendidik rakyat gemar menabung
dan sckaligus memperkenalkan lembaga perhankan.

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada Tabun 1945
pemerintah Tndonesia mengambil alibh Tyvokin Kyvoku dalam keseluruhannya dan
diberi pama “Bank Tabungan Post™ Tidak terdapat serah terima antara Tyekin
Kyoku dengan Bank Tabungan Post dan tidak diketahui berapa jumbiah hutang
Tyokin Kyoku pada maswarakat, Pengelolaan tabungan selanjutnya didasarkan
atas buku tabungan masing-masing penabung.

Kanter Bank Tabungan Post pada tahun-tzhun berikutnya tidak dapac
bekerja dengan baik. karena adanya aksi militer Belanda Dengan kembalinya
pemerintzh Republik Indonesia di Yogyvakarta pada bulan Juli 1949, dibuka lagi
kantor bank tabungan dengan nama “Bank Tabungan Post R1™. Kantor ini hanya

mampu bekerja sampai akhir 1949, karena adanva penvershan kedaulatan atas
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PENUTIP

A, Kesimpulan

Berdasarkan wraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari

Pelaksanaan Perjanpan Kredit Pemilikan Bumah unok Pepawai Megeri Sipil pada

Bank Tabungan Negara Cabanp Padang, vailu ;

1.

P2

Kriteria Pepawar Megeri Sipll yang dapat memeperoleh Kredit Pemilikan
Fumah adalah Warga Nepara Indonesia, telabh berusia 21 tabun atau telah
mentkah dan cakap dalam melakukan tindakan hokum, menjali penabung di
Bank Tabungan Negara Cabang Padang dan domisili stau tempatnya hekerja
dalam wilayah kerja Bank Tabungan Megara Cabang Padang. Adapun ukuran
perumahan vang diberikan kepadanva berdasarkan tingkat kemampuan untuk
membayar berdasarkan penghasilan bersih suami dan isteri secara kescluruban
buik penghasilan tetap maupun penghasilan lambahan, maka pihak bank dapat
memberikan keedit dan ukuran perumahan sesuai dengan permintaan pemehan
{ralon debatury dan ratio angsuran perbulan yaitg 173 dari penglasilan bersih
keluarga (suami. isteri).

I'elaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil
pada Bank Tabungan Megara Cabang berjalan dengan cepat dan lanear dimana
perjanjian Kredil Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil terdini dari 4

tahap vaitu
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A, Permohonan Kredit

b, Wawancara

¢. Rapat Komile Kredit

. Realisasi Kredit

kredit Pemilikan Rumah merupakan perjanjian standar dalam bentuk tertulis
karena perjanjian ini dibuat oleh satu pihak Bank Tabungan nepara Cabang
Padang. Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumab untuk
Pegawai Megeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang telzh
sesuai dengan kr:iuntu:_;.u dan syvarat-syarat umum pemberizn kredi,

Pada kenyataannya Kredit Pemilikan Rumah tidak ditemikan kendala vang
begit berarti di dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Femilikan rumah uniuk
Pegawai Megeri Sipil pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang begitu
Juea dengan resiko yvang diterima oleh bank terhadap pemberian kredit KPR
int sangat kecil baik dalam hal pengembalian pinjaman atay wanpresias
karena sistim pembayaran angsuran yang ditetapkan untuk pegawai neger
adalah pemotongan berkala  terhadap paji Pepawa Negeri Sipil yang
dilakukan olel bank melalul bendaharawan gaji. schingga bank secara rutin
akan menerima anpsuran pokok dan bunga darn Pegawan MNegenn Sl atau
nasabah sebesar 1/3 dari gaji Pegawal MNegeri Sipil. Dalam hal debitur tidak
melunas kredil atan debitur melakukan wanprestasi, maka vpava hukom vang
ditempuh oleh Bank tabungan Megara Cabang Padang adalah Melalui Badan

Urosan Piutang dan Lelang Wegara (BUPLN)Y, hal ind mengingal waktn vang



cepal, biaya murah dan proses pencairan dana dari jaminan debitur pun lehib

cepat dibandingakn dengan cara letigasi di Pengadilan dan Arbitrase.

B. Saran
1. Sehaiknyva kriteria kepangkatan ataupun jabatan perlu juga diperhatikan dalam
Kredit Pemilikan Rumah karena zkan berpengaruh kepada penpembalian

kredil.

bt

Apgar pihak bank memberikan keterangan yang Jelas mengenal perjanjian
kredit tersebut, schingza calon nasabah bepar-benar mengerti terhadap syarat
dari perjanjian kredit.

1. Agpar pibak perbankan harus selektif sekali memperhatikan calon debitur yang

akan melakukan akad kredit dan jangan sampai tenadi kendala vang telah ada.
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